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enimbang . a. banhwa Dberdasarkan ketentuan Pasai 38 Peraturan Daeran

'V

Kota Depok Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mianajemen Pencegahan
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dan aiggu iangain

narus menyusun Rencana nduk Sistem Proteksi Kebaikaran (RiSPK)
berdasarkan anaiis resiko kebakaran dan bencana yang pernan
terjadi, dengan memperhatikan rencana pengembangan koia serta
sararia dan prasarana kola iainnya

D. banwa ancaman banaya Kebakaran merupai<an suatu pbahaya yang
dapat membawa bencana yang berdampak iuas, baik ierhadap
keselamatan jiwa, harta benda termasuk aset, maupun lingikungan

ridup yang secara dangsurlg  akan  mengnamibal  keiancaran

pembangunan, khususnya di wilayah Kota Depok, maika oien karena

itu periu dicegan dan ditangguiangi secara iebin berdaya guna dan

ferus-menerus,



Iviengingat

C. banwa upaya penceganan dan  penangguiangan kebai<aian  di

N

perkotaan Sangat dipengaruni oienh Kondisi tata ruang Koia

infrast uktur pendukung sepeiti sumber air umbk pematarnan,
janrigan udran, jaingan  iansporiasi, pos-pos  pemadan, sisieii

Komunikasi dan kesiapan sumbper daya manusianya,

Dahwa Dberagasarkan pertimbangan sebagaimana dimai<sud daiam
I U Ll e ] SN o] = -1 Uik et : = el — e T e B ) e e s e SRR T W
Huiui a, nuiui v Qaii nuiu L, pelu Ilfelltfl'dp‘r\dll rFeialuldil vWodlikUla
tentang Rencana induk Sistem Proteksi Kebakaran Di Viviayan Kota

- e e T ata e

Depok Tanun 201i-2020,
U ndang-Undang Nomor 1 Tanhun 1970 tentang Keselamatan Kerja

(i_embaran Negara Repubilk  indonesia  Taiwun 19

-~ n
/ H

-

iambanan Lembaran iNegara Repubiik inaonesia Nomor 2915,

—~—

Undang-U ndang iNomor 4 Tahun 1972 ientang Perumahan dan
Permukiman (Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 1992

Nomor 23, Tambahan Lembaian Negaia Repubik indonesia

iNomor 3469);
Undang-Undang iNomor 8 Tanhun 1974 ientang POKOiK-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Repubik indonesia Tahun 1974

)

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia
iNomor 3041
NGO 43
ianun 1989 Nomior iBY, Tamibanan Leinnibaran
indonesia iNomor 3890),

Undang-U ndang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Laiu Lintas dan

(Lemparan Negara Repubik i

Anghutan Jaian aun 1552
Nomoi 49, Tampanan Lembaran Negara Repubik indonesia

iNomor 3480),

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kolamadya Daerah Tingkal ii Depok dan Kolamac lya Daeran Tingkat
it Ciliegon {Lembaran Negara Repubilk ingonesia Tanun 1999
iNomor 49, Tambahan Lembaran iNegara Repubiik indonesia

Nomor 3823,
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j ndang-undanyg  Nomor 28 Tahun 2

(e}
&)
N

tentang  Bangunian

Gedung (Lemparan Negara HRepubiik indonesia Tanun 2002
Noimor 134 Tambahain  Lembaian Negara Repudik'' nidouesia

NOIMIOr 4247

ndang-Undang Nomor 32 Tanun 2004 {entang Pemerintainan

U
Uaeran (Lembaran Negara Repubilk indonesia ianhun 2004

NOm Oor 4437) sebagainana (eian beberapa Kail diuban  eraikni
dengan Undang-U ndang iNomor iZ Tanun 2008 {entang Perubahan
kedua atas U ndang-Undang Nomor 32 Tanhun 2004 tentang

) PR v 1) (Y S 1) ”" g - o L - - ~ ) 104 ) 1 _re |
Felnielnin itdi idi i Udel il (\Leiiibdi dil Neydi d REepPuUl ik Iriyorl 1Iesid

fanun 2008 Nomor 59, jambanan iLembaran Negara Repubiik
indonesia iNomor 4844)

' AN~

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penangguiangan

] ~

Berncana (Lembaran  Negaia Repubiik indonesia  Tanun 200

-
)
{

Nomor ©6, iambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia

Undang-Undang Nomor 2o Tanun 2007 tentang Penataan Ruang
(i_embaran Negara Repuidik indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambanan Lembaran Negara Repuidiik inad'onesia iNomor 4725j:

- | L
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Reuaiigan Anlara Femennlain Pusal dan Pemeriniar fi

ian  Daeraii
(i_embaran iNegara Repubiik indonesia Tahun 2004 Nomor 126

Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 4438);
SUndang-Undang  Nomor 12 Tahwn 2011 tentang  Pemibentuk an
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran Negara Repubiik
indonesia Tahun 2011 iNomor 82, Tambahan Lembaran iNegara



2. Peraturan Pemerntai Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang iMNomor 28 Tahun Z0UZ tentang

angunan Gedung (Lembaran Negara Repubiik indonesia Tanun

X

2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia

[N

iomor 4532).
i3. Peraturan Pemernnian iNomor 58 iahun 2005 tentang Pengeiociaan

A e g i | Y .l__-..

Reuaingan Uaerain (L aran Neyara Republik iiuunesia |

Nomor 140, Tambanan Lembaran Negara Repubik indonesia
Nomor 4578),

i4. Peraturan Pemerintan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Fembagian
Urusan  Pemenntanan  aniara  Pemenntain,  Pemenntah Daeran
Provinsi dan Pemernnianan Daeran KabupateniKota (Lembaran

Negara Repubiik indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 4737),

_Peraturan Pemerinian Nomor 41 Tahun 2007 tentang Oiganisasi

—

N

Perangi<at Uaeran (Lembaran iNegara Repuidiik indonesia Tanun 200/
iNomor 89, Tambahan Lembaran iNegara Repubiik indonesia
Nomor 4741),

i6. Peraturan ivienteri Pekerjaan Umum Nomor ZS/PRT/ViiZ006 tentang

Pedoman Persyaratan 1eknis Bangunan Gedung;

2008 tentamg
Pedunat Teknis Pernyusunan Rericana induk  Sistem  Proleiks
Kebakaran;

18. Peraturan ivienteri Peierjgan Umum Nomor Z20/PR1/MiiZ009 tentang

“ikOtaan,

19, Peraturan ivienten Pekerjaan Umum Nomor Z6/i°RT/Vir2008 tentangy
Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebai<aran Pada Bangunan
Gedung dan Lingkungan;

. Peraturan Menien Daiam Negeri Nomor 62 Tanun 2008 ientang

N
(@]

Standar Peiayanan iinimai Bidang Pemerintanan Daiam iNegeri di

Kabupaten/Koia,
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uran Daerahl Kola Depok Nomor 12 Tanun 2007 tentang
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Rerncana Tata Ruang Vviayah Kota Depok (i-embaran Daeran Kota

12) seboagainana telah diuban Gengai
Peraturan Daeraii Kota Depok Nomwor 02 Tanun 2009 (Lembaran
Daeran Kota Depok Tahun 2009 Nomor 02);

27 Peraturan bDaeranh Kota Depok Nomor 13 fiahun 2011 tentang
Rerncana Pembangunan Jangca Menengah Daerain Kota Depok
Tahun 2011—-2016 (Lembaian Daerah Kota Depok Tahun 2071
Nomor 13,

23. Peraturan Daeran Kota Depok Nomor U7 Tahun 2008 tentang U rusan

Pemenniainan  Wajb  dan  Pilihan Yang  Menjadi  Kewerniangan

Pemerintan Kota Depok (Lembaran Daeran Kota Depok Tahui 2008

Nomor 7);

Z4. Peraturan Daeran Kota Depok Nomor U8 Tahun 2008 Teiitang

Organisasi Perangkat Daerai (Lembaian Daetan Kota Depok Tafiuni

2008 Nomor U8j, sebagamana teian diuban dengan Peraturan

WA F= NS "V PO F A R

IVIC VI 1 UONAI
RENCANA iNDU K SIiSTEivi PROTEKSI KEBARARAN Di WIiLAYAH
ROTA DEPOK TAHUN 2011- 2020

Daiam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

Pemerintah Daerai adalah Vvaiikoia dan Peraiigkal Daerah Kota
Depok sebagai unsui penyeienggara pemerintanan di Kota Depok.

Z. VVaiikota adaian Kepaia Pemerinian Daeran Kota Uepok.
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daiam bdang penceganan dan penangguiangarn kebakaran seria

pbencana iaiNnya.
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Bangunan Geduny ad'aiah wujud 17isik hasii pekerjaan konsiiuksi yang

menyatu dengan tempat keduduikannya, sebagian atau seiurunnya

1 dain/atau air, yang oertuingsi

perada di
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atau tempat tinggai, maupun untuk kegiatan keagamaan, kegiatan
usaina, Kegiatan sosiai dan budaya.

Lingkunigan Barnigunian adaian uang yang merupaian kesatuarn
geografis dan meiupakan Kumpuian bangunan gedung yany beiada
dalam satu pengeioiaan bDerdasarkan aspek fungsionainya seria
memiiiki ciri tertentu, sepeiti | iiNgkungan perdagangan, industri,
supelDIK, periampurngan dan pengoiaiian bainan yaryg mempuriyai
risiko kebakaran, peiabunan iaut/udara dan atau pangi<aian miiiter.
Vilayah ivianajemen Kebakaran yang seianjuinya disingkat VViViK
adaian pengeiompokai hunian yang memiii<i kesamaan kebuiuhan
pioieksi kebakaran daiaim balas wilayai yang diteniukan secara
alamian maupun buatan. VWiVIK agaian juga batas wiiayah iayanan
sebuah  instansi  Pemadam  Kebakaran  (iPK) baik  di
Provinsi/Kavbupaten/Kota.

Jangkauan Pos Pemadam Keivakaran atau daeran iayanan pos

Kebakaran dinitung sebagal jarak tempun aikiuai mobli pemadam

it =l mmmim A mlmme amim el o 5 B ey

nebakaran daiaini rangka nieiginbrain Dasis wilidyz
Vvaikiu Tariggap (Resporise 1imie) ac iddn waikiu yarng diperiui<an oieh
sebuan atau sekeiompok unit movii pemadam kebakaran sejak
diterimanya pemberitanuan kejadian kebakaran ningga dimuiainya
pernianganan kebakaran di iokasi ke@dian. VWakiu eseb ul meiipul
waikiu menerima berita, waikiu persiapan, waikiu perjaianan  dan
wakiu geiar peraiatan,

Rencana Tata Ruang adaian nasii perencanaan tata ruang.

RWV adaiain Rernicarnia 1ata Ruary VWilayai.

. Wilayah adaian ruang yang merupai<an kesatuan geograiis beseria

segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentui<an

berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsionai.
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Peia ad'aldh suaiu gambaran daii unisui-unsur aiai dan/atau buatan
manusia, yang berada di aias maupun di bawan permukaan bumi
yang digamibaik an pada suatu biidang datar deingan sikaia terieniu
Sikaia pi:ild adaiai d@r ing p(—)lUdHUH 1gdi agrtaira Jd(dK dua ubik di atas
peta dengan jarak iersebut yang sesungguhnya di muka bumi.

Peta RTRVYV adaian peta wiliayan yang menyajikan nasii perencanaan
tata ruang wiiayah.

Peta Wilayan adaid peta yang berdasari<an pada aspek aadministiatif
yang diturunkan dari peta dasar.

Peta Dasar adaian peta yang menyajikan unsur-unsur aiam dan/atau
buatan manwsia, yang berada di pennukaan burn,  digambarkan
pada suaiu bidang datar dengan siaia, penomoran, proyeksi dan
georeferensi terientu.

Peta Risiko Kebakaran adaian suatu peta dengan skaia 1 . 20.000
atau iebih (sesuai kebuiuhan) yang dibuat berdasakan andiisis 1esiko
yang dituiiskan di atas (overiay) peta wilayahn yang ada, yang

menunjukkan risiko bahaya kebaiaran pada suatu wiiayah.

. Data Spasial adaiah data yang mempunyai komponen keruangan

(oer georeferensi) daiam arti mempunyai informasi ietak baik
terhao’ap garis pujur maupun garis iintang.

&an adaiah upaya yang diaikuk an aalaim raingk a
mericegan  lergdinya  kebakaran  alau  mienimwiai<an potens

ierjadinya kebakaran.

. Penangguiangan kebakaran adaian upaya yang diakui<an daiam

rangs a imemadank an atau mengendaik an k ébak ararn yang dertujuan
untuk dapat ditekan  semaiksimal - mungi<in  kerugian keoai<arar

termasuk korban jiwa gan iuka.

i. Potens: Bahaya Kebakaran adaiah tingkat kondisi/i<eadaan bahaya

K €bakaran yariy terdapal pada suailu obyek ierierniu yarg dileriukan
perdasarkan aklivitas/ikondisi manusia serta banan atau proses yang

periangsung didaiamnya.

~1
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Pioieixsi  Kebakaian  adaiahl  upaya meiindunigimenganmankan
pangunan gedung dan fasiitias lainnya ternadap bahaya Kebai<aran

i, pei

R i i | g g e e S T el == e T e
niglaiui penyediaai ipemiasaingain Sisteii aiatan dain Keieiigr apai

iairinya baiik dersifal aktl, pasii maupun versiiat manajerien sepeili
fire safety managerment (FSM),

Sistem Proteiksi AKlif yang seianjutnya disingi<at SPA adaiah sistem
protek si kelbakaan yang dipasang pada bangunan dan memeruk an
Ketersediaan dayajenergi daiam pengoperasiannya, seperti sistem
pemadam kebakaran media ai (sprinkier, nidran), sistem pemadam
kebakaran media kimia, baik yang dijalankan secara manuai, seperti
Alal Permadan Api Ringan (APAR]) maupun otomats.

Sistem Protei<si Pasif yang seianjutnya disingi<at SPP adaiah sistem
proieksi kebakaran yang dikonsirui<si atau dipasang pada bangunan
meiaiui pengaturan peryaraitan banan bangunan dan komponen
stiukiur bangunan yang diwujud'kan daiam keieniuan ketananan api
{fire resistance rai'ngj, kompartemenisasi dan perindungan bukaan.
ivianajemen Keseiamatan Kebakaran Gedung yang seianjuinya
disingkat IVIKKG adaiah bagian dari manajemen gedung untuk
mewujug'kan keseiamatan pengnuni bangunan geadung ternagap
pbahaya kebakaran meiaiui kesiapan instaiasi proteiksi kebakaran dan
Kesiagaain personii atau tim interna  daiaim  pencegahiai
peridiniygyuialigan  Kebdikaran leriasuk periyeian ialari Dayi

sering disebut sebagai FSi (Fire Sarfsty

2
7\
()

pengnuninya. ivit
vianagement).

) LS

(o e e TR e
oIoLelll FTULeK Si

olai acigan sisterm perindungan termadap bahaya
Kebakaran yang menginiegiasii<an sistem proteiksi akii, pasii serta

manajemen keselamaian Kebakaran.

. Bencana Lain adaian kejadian yang dapat merugii<an jwa dan/atau

haria benda, seiain kebakarar, aniara iain bangunan runiui, gempa
pumi, banjr, genangan air, gangguan Instaiasi, keadaan daruiat
medis, Kkeceiakaan f{ransportasi dan kepocoran/poiusi bahan

berbahaya.
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Sailakar ad'didil satuan elawan kebakaran yang merupakarn wadan

partisipasi dan rasa langgung jawab masyarai<al daiam rangika
meiigatasi arveniran bahaya Kevdwaian di Lingrungan Kewran
Pd\)dl[|U||i

Rencana induk Sistem Proieksi Kebakaran yang seianjuinya

disingkat RISPK adaian suaiu rencana daiam garis besar yang
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memual k elelapan mengena sisteni protek s keis
wiiayah yang berorientasi pada tujuan, berjangka panjang, berpasis
pada RTRW, anaiisis risiko bahaya kebakaran dan menyajikan
program-program  terkait dengan upaya penceganan  dan
perianygyuianigan baiiaya kebakaran dan bencana iainnya. RISPK
terdiri alas Rencana Sistem Penceganan Kebakaran (RSCK; dan
Rencana Sisiem Penangguiangan Kebakaran (RSFPK).

Rencana Sistem Pencegahan kebaikaran yang seianjutnya disingi<at
adaiail bagian dan RISPK yang memual hai-hai  yang
mencakup aspek penceganan kebakaran pemeriiksaan keandaian
ternadap bahaya kebakaran, pemberdayaan masyarakat iermasuk
edukasi pubiik, penguaian keiembagaan yang menangani kebai<aran
dan bencana iannya (SDM, peraiaitan, sarana dan prasarana
termasuk pos pemadam Kebakaranj, serta penegai<an nuikum meiaiui
penyusu inain peraturan, tata lak saina dain prosedui
Rericaria  Sisiem P enangguiarigan Kebakaran yang  selarjutnya
disingkat RSPK adaiah bagian dari RiSPK yang memuat hai-hai
mencakup aspek iayanan pemadaman kebai<aran dan penyeiamatan

wa serta harta benida, apabii:

iail dei gan oencan a iainnya yang
divgsaiikarn pada anaiisis 1esiko, walkiu langga p, sumer daya

(resources) seperti SDM, sarana dan prasarana serta infrastrukiur

pendukung operasi.



PK Kota Depok meiiputi RSCK dan RSPK
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daiam Lampiran i Peraturan Vvaiikota ini.

ola Depok disu sun Derdasark an anaisis 1Msiko k eloak aan darn
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bencana iain dengan memperiiatikan rencana pengemboangan kota
serta rencana prasarana dan sarana kota iainnya.

(3) RISPK disusun sebagai arahan uniuk penanganan masaiah

i S - e - ! PR g | R g - A [ — - ININAA latatala) =
Kebdiddidil Udil belildlid idill Seidiliad 1V tdl Ul (LUl — ZUuZU) Udli

dapat dilakukan peninjauan kembaii sesual dengan keperiuan.

rasai 3

instansi Pemadan Reivahkaan (IPK) kola Depok daiamn meriyu sui
progiaim kegiaian, meidi<sanakan program dan meiakukan pembinaan
serta kooradinasi dengan insiansi terkail daiam upaya penceganan dan
penangguiangan kebakaran serta bencana iainnya yang mungkin terjadi

.3 L{ b= ] L4 ) | T . !
Qi Wildydl | NOld DUEepPUK.

Pasai 4
Anaiisis resiko kebai<aran sebagaimana dimaksud daiam Pasai Z ayat (Z)
au'diain anaiisis uniuk meneniukan jumian kebutuhan air yang dipetiukan

Dagi keperiuan pemadaman Kebai<aran di setiap VWiviK.



BAB iii

Wii_AYAID IMANAJEMEN REBARKARAN (IWIVIK)
Pasai 5
(1) VWiMK di wiiayah Kota Depok, sesuar dengan Rencana induk Sistem
Proteksi Keivaikaran direncanakan memiiiki 6 (enam) WiVIK dan
2

' (dua) pos pemadam Kebakaran, yang akan diikembangi<an sebagai

lampirarn ii dan ampiran iii Peraturan Vwaii<ota ini.

(2) Unituk mendukung iMpiementasi dan kebutuhan WiviK sebagaimana
dimaksud pada ayat (i), diperiukan 23 unit mobii FPemadam
Relakdial  darn 6 persurii Juru padant dan Operator  miobii
kebakaran sebagaimana tercantum daiam iampiran [V Peraturan
Vvaiikota ini.

{3) ivietoda supiai air untuk pemadaman kebakaran dapat diakukan
meiaiul  pemaniaatan  silu  baik dengan pengambiian iangsung,
pembuatain pompa dan jarnngan pipa nidran an baku alau pembuatan
pompa dan reservorr tangki gravitasi, jaringan pipa PDAIVI dan
pembuatan tandon air serta pemanfaatan waduk dan Saiuran air

paku/irigasi.

Pasai 6
Program umum daiam rangka mpiementasi Rencana induk Sistem
Proieksi Kebakaran di wiiayan ota Depok meiputl

1. Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Pendui<ung Operasi

Percegaiian dan Penarngguiangan Kebaisaran dan Bencana iaininya

Program Penegai<an Peraturan terkail dengan P enceganan dan

N

Penangguiangan Kebakaran dan Bencana iainnya;

S.  Frogram ren neriksaan Kenandaian angundn dan kawasan ter ﬁdddp

(4

Baiidya Rebakalan dan Bericarna Lannya,

rogram P eningkatan Kuaiitas dan Kuantitas SDIVi sesuai dengar

B
e

Standar Kuaiit'ikasi yang sudan ditetapkan;

5. Program Penguatan Keiembagaan dan Akuntabiiitas,
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Prograni  Penyusunan  SOP  Penceganan  dan  Penangguianan
Kebakaran dan Penangguiangan e rhadap Bencana iainnya;
daiam Penangguiangan Bahaya Kebaikaran dan Bencana Lainnya,

Program Pemberdayaan Masyarakat ternadap Kebakaran dan

B encana ialnnya
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peiayanan dibidang pencegaiian dan penangguiangan kevai<aiar

dan pencana iainnya.

BAB iV

AN (RSCKj
rPasai 7

RSCK memuat layanan tentang pemeriiksaan keandaian pangunan

geduny dan lingkungan lethadap kebakatan, pemberdayaari

masyarai«'.at dan penegai<an Peraturan Daeran.

rogram kegatan daiam RSCK sebagaimana dimaksud pada

yat (1), meiputi

a.  Menyusun peraturan sisiem proteksi kebakaran iebin rincl daiam
pentuk Peraturan Vvaiikota;

I [ 0 G S e Ve b e e | g PP [ JEEPRPRESEP [ ! P P [ I/
rFeligyualdall keieitibayadl i Uil idd  reiiiaudill A cldirdidl (DN
inenyangi<ut - SO,  SUIZ/Prolap, piasararia  daii Saidiia
pendukung internai DPK,

€. Penampbanhan pempangunan prasarana dan sarana penduikung

an b ame camn oo b 2 ! I}
uperasivtial i

as remadain k
4. Penyiapan imekanisine peieriiksaan  kehandalan bangunan
geaung, termasuk seriifiikasi iaik fungsi bangunan gedung;

e. Peningkatan Sistem pemberdayaan masyarakat meiaiui

\

pemberiukan Satuan Reiawan Kebakaran (SATLAKAR),

=

Feningikatan program sosiaiisasi dan  penyuiunan  aspek

penceganan dan penanggulangan banaya kebakaran;



(1)

(2)

g Peigksanaan rencana pia kebakaian (pre rie piamping) baik

dengan cara simuiasi maupun manuai/iapangan.

RSPK memuat iayanan tentang pemadaman dan penyeiamatan jiwa
seria narta benda dari akipat kebakaran dan bencana iainnya.
Program kegiatan dalam RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meipuli .

a. Pembangunan UF [/FP0s pemadam kebaikaran sesuai RiSPK:

Katail SUIMDEr-Suimber air uintuk

[ = . SN . . Fom o om D
L. Penlvangundivpeiiiy
pernadaiiidr i,

G Pembinaan/peiatihan SDM sesuai dengan Standar Kuaifii<asi

I

Aparatur Pemadam Kebakaran;

n dan Peiatinan bag Satuan Relawan Kebaicaran dan

QU

NISTMIET:

™
el

Gl

peningkatan peran seita masyarakal daiam penangguiangan
Kebakaran dan bericana iainnya;

e. Penyusunan peta bahaya kebakaran tingkat kota (fire hazard
mappin'yy,

Pembangunan pusat sistem komunii@asi emergency dan sistem

-

peringatan dini terjadinya kebakaran dan vencana iainnya;

g Iviendorong tiap bangunan gedung komersiai menerapkari
Vianajemen Keseiamalan Kebakalan (e sar'ely managerreni)
dan menyusun panduan rencana tndak darural Kepaikaran dan
vericana iainnya (fire & other emergency response pian),

h. Menyusun standar peiayanan minimum (SPM) penangguiangan

bahaya kebakaran untuk wiiayan Kota Depok.



BABVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal9
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok.

Pasal10
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal

30 Legember 2011

Diundangkan di Depok
pada tanggal 30 ueseinber 20N
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

A o V
Hj. ETY SURYAHATI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2011  NOMOR 54

-



BABVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok.

Pasal 10
Peraturan Wallikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
r Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Depok.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 30 Jesember 20M

WALIKOTA DEROK,

H. NUR MAHMUDI ISMA’IL

~ Diundangkan di Depok
pada tanggal 30 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

" ——

Hj. ETY SURYAHATI )
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2Y'" NOMOR 54



BABVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal9
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala

Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok.

Pasal10
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Depok.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 30 . .-cuver /O‘M

/ % WALIKOTA pj/esg

H NUR MAHMUDI ISMA’I}AA‘)

Diundangkan di Depok
pada tanggal 50 _ecember 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

¥

Hj.ETY SURYAHATI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN -C11  NOMOR 4



